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PRESZIDEM
REPUBLIK INDOHESIA

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 45 TAHUN 2004
TENTANG
PERLINDUNGAN HUTAN

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

: bahwa dalam rangka pelaksanaan lebih lanjut ketentuan Pasal 46 sampai

dengan Pasal 51, Pasal 77 dan Pasal 80 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999
tentang Kehutanan, maka perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang
Perlindungan Hutan.

1.

Pasal 5 ayat (2) dan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945
sebagaimana telah diubah dengan Perubahan Keempat Undang-Undang
Dasar 1945;

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok
Agaria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 2034);

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam
Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990
Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3419);

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 3501);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan
Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699);

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran
Negara Republik hdonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-
Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4412);

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi
Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 114, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4134);

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi
Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor
135, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4151);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4437).

BAB |
KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu
Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini, yang dimaksud dengan :

1. Perlindungan hutan adalah usaha untuk mencegah dan membatasi kerusakan hutan,
kawasan hutan dan hasil hutan, yang disebabkan oleh perbuatan manusia, ternak,
kebakaran, daya-daya alam, hama dan penyakit, serta mempertahankan dan menjaga hak-
hak negara, masyarakat dan perorangan atas hutan, kawasan hutan, hasil hutan, investasi
serta perangkat yang berhubungan dengan pengelolaan hutan.
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Polisi Kehutanan adalah pejabat tertentu dalam lingkungan instansi kehutanan pusat dan
daerah yang sesuai dengan sifat pekerjaannya, menyelenggarakan dan atau melaksanakan
usaha perlindungan hutan yang oleh kuasa undang-undang diberikan wewenang kepolisian
khusus di bidang kehutanan dan konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya.

Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil Kehutanan adalah pejabat pegawai negeri sipil
tertentu dalam lingkup instansi kehutanan pusat dan daerah yang oleh undang-undang
diberi wewenang khusus penyidikan di bidang kehutanan dan konservasi sumber daya alam
hayati dan ekosistemnya.

Satuan Pengamanan Hutan adalah pegawai organik yang diangkat oleh pimpinan perusahaan
pemegang izin usaha pemanfaatan hutan atau petugas yang dibentuk oleh masyarakat
hukum adat untuk melaksanakan tugas pengamanan di areal hutan yang menjadi tanggung
jJjawabnya.

Masyarakat adalah orang seorang, kelompok orang, termasuk masyarakat hukum adat atau
Badan Hukum.

Pemerintah adalah Pemerintah Pusat.

Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta perangkat Daerah Otonom yang lain
sebagai Badan Eksekutif Daerah.

Menteri adalah Menteri yang diserahi tugas dan bertanggung jawab di bidang kehutanan.

Bagian Kedua
Umum

Pasal 2
Perlindungan hutan merupakan bagian dari kegiatan pengelolaan hutan.

Kegiatan perlindungan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada
wilayah hutan dalam bentuk Unit atau Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK), Unit
atau Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL), dan Unit atau Kesatuan Pengelolaan
Hutan Produksi (KPHP).

Pasal 3

Perlindungan hutan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 menjadi kewenangan Pemerintah
dan atau Pemerintah Daerah.

Kegiatan perlindungan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), di wilayah dan untuk
kegiatan tertentu, dapat dilimpahkan oleh Pemerintah kepada Badan Usaha Milik Negara
(BUMN) yang bergerak di bidang kehutanan.

Pasal 4

Dalam rangka kepentingan penelitian, pengembangan, pendidikan dan pelatihan
kehutanan, religi dan budaya, Menteri menetapkan perlindungan hutan dengan tujuan
khusus.

Perlindungan hutan pada kawasan hutan dengan tujuan khusus sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) untuk kegiatan :

a. penelitian dan pengembangan dapat diberikan kepada lembaga yang melaksanakan
kegiatan penelitian dan pengembangan;

b. pendidikan dan pelatihan dapat diberikan kepada lembaga yang melaksanakan kegiatan
pendidikan dan pelatihan;

c. religi dan budaya dapat diberikan kepada lembaga yang melaksanakan kegiatan
keagamaan dan kebudayaan.

Perlindungan hutan dengan tujuan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan
oleh Menteri.

Ketentuan lebih lanjut tentang perlindungan hutan dengan tujuan khusus sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur oleh Menteri.

Bagian Ketiga
Tujuan dan Prinsip-prinsip Perlindungan Hutan

Pasal 5

Penyelenggaraan perlindungan hutan bertujuan untuk menjaga hutan, hasil hutan, kawasan
hutan dan lingkungannya, agar fungsi lindung, fungsi konservasi, dan fungsi produksi, tercapai
secara optimal dan lestari.



Pasal 6

Prinsip-prinsip perlindungan hutan meliputi :

a.

mencegah dan membatasi kerusakan hutan, kawasan hutan dan hasil hutan, yang
disebabkan oleh perbuatan manusia, ternak, kebakaran, daya-daya alam, hama, serta
penyakit.

Mempertahankan dan menjaga hak-hak negara, masyarakat, dan perorangan atas hutan,
kawasan hutan, hasil hutan, investasi serta perangkat yang berhubungan dengan
pengelolaan hutan.

BAB I
PELAKSANAAN PERLINDUNGAN HUTAN

Bagian Kesatu
Mencegah dan Membatasi Kerusakan Hutan, Kawasan Hutan dan
Hasil Hutan yang Disebabkan oleh Perbuatan Manusia

Paragraf 1
Umum

Pasal 7

Untuk mencegah, membatasi dan mempertahankan serta menjaga sebagaimana dimaksud pada
Pasal 6 huruf a dan huruf b yang disebabkan oleh perbuatan manusia, maka Pemerintah,
Pemerintah Daerah dan masyarakat :
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melakukan sosialisasi dan penyuluhan peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan;
melakukan inventarisasi permasalahan;

mendorong peningkatan produktivitas masyarakat;

memfasilitasi terbentuknya kelembagaan masyarakat;

meningkatkan peran serta masyarakat dalam kegiatan pengelolaan hutan;

melakukan kerjasama dengan pemegang hak atau izin;

meningkatkan efektifitas koordinasi kegiatan perlindungan hutan;

mendorong terciptanya alternatif mata pencaharian masyarakat;

meningkatkan efektifitas pelaporan terjadinya gangguan keamanan hutan;

mengambil tindakan pertama yang diperlukan terhadap gangguan keamanan hutan; atau
mengenakan sanksi terhadap pelanggaran hukum.

Pasal 8

Perlindungan hutan atas kawasan hutan yang pengelolaannya diserahkan kepada BUMN di
bidang kehutanan, dilaksanakan dan menjadi tanggung jawab pengelolanya.

Perlindungan hutan atas lkawasan hutan yang telah menjadi areal kerja pemegang izin
pemanfaatan kawasan, izin usaha pemanfaatan jasa lingkungan, izin usaha pemanfaatan
hasil hutan, izin pemungutan hasil hutan, dan pemegang izin pinjam pakai kawasan hutan
dilaksanakan dan menjadi tanggung jawab pemegang izin yang bersangkutan.

Kegiatan perlindungan hutan pada kawasan hutan dengan tujuan khusus dilaksanakan dan
menjadi tanggung jawab pengelolanya.

Perlindungan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) meliputi :

a. mengamankan areal kerjanya yang menyangkut hutan, kawasan hutan dan hasil hutan
termasuk tumbuhan dan satwa;

b. mencegah kerusakan hutan dari perbuatan manusia dan ternak, kebakaran hutan, hama
dan penyakit serta daya-daya alam;

c. mengambil tindakan pertama yang diperlukan terhadap adanya gangguan keamanan
hutan di areal kerjanya;

d. melaporkan setiap adanya kejadian pelanggaran hukum di areal kerjanya kepada
instansi kehutanan yang terdekat;

e. menyediakan sarana dan prasarana, serta tenaga pengamanan hutan yang sesuai
dengan kebutuhan.

Ketentuan lebih lanjut tentang pelaksanaan perlindungan hutan sebagaimana dimaksud
pada ayat (4) diatur oleh Menteri.

Pasal 9
Perlindungan hutan atas kawasan hutan yang pengelolaannya diserahkan kepada
masyarakat hukum adat, dilaksanakan dan menjadi tanggung jawab masyarakat hukum

adat.

Perlindungan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang diserahkan kepada
masyarakat hukum adat, dilaksanakan berdasarkan kearifan tradisional yang berlaku dalam
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masyarakat hukum adat yang bersangkutan dengan pendampingan dari Pemerintah,
pemerintah provinsi dan atau pemerintah kabupaten/ kota.

Pasal 10

Perlindungan hutan pada hutan hak, dilaksanakan dan menjadi tanggung jawab pemegang
hak.

Perlindungan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan antara lain :

a. pencegahan gangguan dari pihak lain yang tidak berhak;

pencegahan, pemadaman dan penanganan dampak kebakaran;

penyediaan personil dan sarana prasarana perlindungan hutan;

mempertahankan dan memelihara sumber air;

melakukan kerjasama dengan sesama pemilik hutan hak, pengelola kawasan hutan,
pemegang izin pemanfaatan hutan, pemegang izin pemungutan, dan masyarakat.
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Pasal 11

Pemerintah, pemerintah provinsi dan atau pemerintah kabupaten/ kota melakukan fasilitasi,
bimbingan, pembinaan, pengawasan dalam kegiatan perlindungan hutan sebagaimana dimaksud
pada Pasal 8, Pasal 9, dan Pasal 10.
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Paragraf 2
Perlindungan Hutan atas Hasil Hutan

Pasal 12

Setiap orang yang mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan wajib dilengkapi
bersama-sama dengan surat keterangan sahnya hasil hutan.

Termasuk dalam pengertian hasil hutan yang tidak dilengkapi bersama-sama dengan surat

keterangan sahnya hasil hutan adalah :

a. asal usul hasil hutan dan tempat tujuan pengangkutan tidak sesuai dengan yang
tercantum dalam surat keterangan sahnya hasil hutan;

b. apabila keadaan fisik, baik jenis, jumlah maupun volume hasil hutan yang diangkut,
dikuasai atau dimiliki sebagian atau seluruhnya tidak sama dengan isi yang tercantum
dalam surat keterangan sahnya hasil hutan;

c. pada waktu dan tempat yang sama tidak disertai dan dilengkapi surat-surat yang sah
sebagai bukti;

d. Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan masa berlakunya telah habis;

e. hasil hutan tidak mempunyai tanda sahnya hasil hutan.

Ketentuan lebih lanjut mengenai surat keterangan sahnya hasil hutan diatur sesuai
peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 13

Perlindungan hasil hutan dilaksanakan untuk menghindari pemanfaatan hutan secara
berlebihan dan atau tidak sah.

Perlindungan hasil hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui
kegiatan pembinaan, pengawasan dan penertiban.

Pasal 14

Pemanfaatan hutan dan penggunaan kawasan hutan hanya dapat dilakukan apabila telah
memiliki izin dari pejabat yang berwenang.

Termasuk dalam kegiatan pemanfaatan hutan tanpa izin ialah :

a. pemegang izin melakukan pemanfaatan hutan di luar areal yang diberikan izin;

b. pemegang izin melakukan pemanfaatan hutan melebihi target volume yang diizinkan;

c. pemegang izin melakukan penangkapan/pengumpulan flora fauna melebihi target/
guota yang telah ditetapkan;

d. pemegang izin melakukan pemanfaatan hutan dalam radius dari lokasi tertentu yang
dilarang undang-undang.

Ketentuan lebih lanjut mengenai pemanfaatan hutan dan penggunaan kawasan hutan diatur
sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
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Bagian Kedua
Perlindungan Hutan dari Gangguan Ternak

Pasal 15

Untuk mencegah dan membatasi kerusakan sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 huruf a
dari gangguan ternak, dalam kawasan hutan produksi dapat ditetapkan lokasi
penggembalaan ternak.

Penetapan lokasi penggembalaan ternak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
oleh Kepala Unit Pengelolaan Hutan.

Untuk kepentingan konservasi dan rehabilitasi hutan, tanah dan air, Kepala Unit
Pengelolaan Hutan dapat menutup lokasi penggembalaan ternak sebagaimana dimaksud
pada ayat (2).

Ketentuan lebih lanjut tentang penetapan lokasi penggembalaan ternak dalam kawasan
hutan produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Keputusan Menteri.

Bagian Ketiga
Pelindungan Hutan dari Daya-Daya Alam

Pasal 16

Untuk mencegah dan membatasi kerusakan sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 huruf a
yang disebabkan oleh daya-daya alam yang berupa :

a. Letusan gunung berapi dengan :

1. mengadakan kerjasama dengan instansi yang terkait dalam rangka pemantauan
gunung berapi, peramalan perusakan yang mungkin terjadi dan usaha-usaha untuk
menguranginya;

2. melindungi dan memantau proses-proses alami yang menunjang rehabilitasi hutan
yang rusak oleh letusan gunung berapi;

3. normalisasi saluran/aliran lahar dingin.

b. Tanah longsor dengan :
1. membuat teras permanen atau semi permanen pada lahan-lahan yang miring atau
curam;
2. menanam jenis-jenis pohon yang mempunyai daya transpirasi yang tinggi dan
mempunyai perakaran yang dalam dan melebar pada lahan-lahan yang miring atau
curam.

c. Banjir dengan :

1. mengadakan kerjasama antar instansi yang berwenang dalam penanganan masalah
sumber daya air terutama dalam hal pemantauan perilaku air sungai, peramalan
banjir dan kerusakan yang diakibatkannya serta normalisasi aliran sungai;

2. melaksanakan penghijauan dan reboisasi tanah-tanah yang hidroologis kritis dengan
jenis-jenis tanaman atau pohon yang cepat tumbuh dengan memperhatikan
kesesuaian antara jenis dengan tempat tumbuh.

d. Badai, dengan :

1. melindungi tegakan hutan terutama tegakan hutan muda, yang bernilai ekonomis
tinggi dari ancaman badai dengan cara membagi tegakan dalam blok-blok yang satu
sama lain dipisahkan oleh jalur penahan angin,

2. menanam pohon sebagai jalur penahan angin yang lebih rapat yang bertajuk
berlapis-lapis di bagian tepi hutan yang berbatasan dengan lahan terbuka.

e. Kekeringan, dengan :
1. melindungi sumber-sumber air dan daerah tangkapan air;
2. membuat cek dam, embung air, waduk;
3. membuat ilaran api pada hutan yang rawan kebakaran.

f. Gempa, dengan :
1. identifikasi lokasi rawan gempa dan resiko dampak;
2. penyediaan peta rawan gempa pada kawasan hutan termasuk kawasan suaka alam
dan kawasan pelestarian alam;
3. menghindari pembangunan sarana dan prasarana permanen di daerah rawan
gempa.

Usaha-usaha untuk mencegah dan membatasi kerusakan hutan yang disebabkan oleh daya
alam yang berupa gunung meletus, tanah longsor, gempa, badai, banjir dan kekeringan
dilaksanakan kegiatan :

memantau bio-fisik lingkungan yang berpotensi menimbulkan bencana alam;

membuat peta lokasi kerawanan bencana;

membangun bangunan civil teknis;

melakukan pembinaan kesadaran dan penyuluhan kepada masyarakat;

menjaga kelestarian nilai dan fungsi hutan serta lingkungan; dan atau
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f. menjaga mutu, nilai dan kegunaan hasil hutan.

Ketentuan lebih lanjut tentang perlindungan hutan dari daya-daya alam sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) diatur oleh Menteri.

Bagian Keempat
Perlindungan Hutan dari Hama dan Penyakit

Pasal 17

Untuk mencegah dan membatasi kerusakan sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 huruf a,

yang disebabkan oleh hama dan penyakit, Pemeritah dan atau Pemerintah Daerah :

a. menyelenggarakan penelitian hama dan penyakit tumbuhan dan satwa;

b. menyelenggarakan karantina tumbuhan dan satwa;

c. mengendalikan populasi tumbuhan dan satwa beserta habitatnya; dan atau

d. mengendalikan hama dan penyakit dengan metode biologis, mekanis, kimiawi dan atau
terpadu.

Ketentuan lebih lanjut tentang perlindungan hutan dari hama dan penyakit oleh
Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur oleh
Menteri.

BAB I
PERLINDUNGAN HUTAN DARI KEBAKARAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 18

Perlindungan hutan dari kebakaran sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 huruf a, adalah
untuk menghindari kerusakan hutan yang disebabkan oleh :

a. perbuatan manusia;

b. daya-daya alam.

Perbuatan manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, antara lain :
a. melakukan pembakaran hutan tanpa izin; atau
b. membuang benda-benda yang dapat menyebabkan kebakaran.

Daya-daya alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, antara lain akibat-akibat
petir, gunung berapi, reaksi sumber daya alam dan atau gempa.

Pasal 19
Setiap orang dilarang membakar hutan.

Pengecualian dari larangan membakar hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diperbolehkan dilakukan secara terbatas untuk tujuan khusus atau kondisi yang tidak dapat
dielakkan, meliputi :

a. pengendalian kebakaran hutan;

b. pembasmian hama dan penyakit;

c. pembinaan habitat tumbuhan dan satwa.

Pelaksanaan pembakaran hutan untuk tujuan khusus atau kondisi yang tidak dapat
dielakkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mendapat izin dari pejabat yang
berwenang.

Pembakaran hutan untuk tujuan khusus atau kondisi yang tidak dapat dielakkan
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebh lanjut oleh Menteri.

Bagian Kedua
Pengendalian Kebakaran

Paragraf 1
Umum

Pasal 20

Untuk mencegah dan membatasi kerusakan hutan yang disebabkan oleh kebakaran
sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 huruf a, dilakukan kegiatan pengendalian, yang
meliputi :

a. pencegahan ;

b. pemadaman;
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Cc. penanganan pasca kebakaran.

Kegiatan pengendalian kebakaran hutan dilakukan pada tingkat :
a. nasional;

b. provinsi;

c. kabupaten/kota;

d. unit atau kesatuan pengelolaan hutan.

Pengendalian kebakaran hutan tingkat nasional dilakukan oleh dan menjadi tanggung jawab
Menteri.

Pengendalian kebakaran hutan tingkat provinsi dilakukan oleh dan menjadi tanggung jawab
Gubernur.

Pengendalian kebakaran hutan tingkat kabupaten/kota dilakukan oleh dan menjadi
tanggung jawab Bupati/Walikota.

Pengendalian kebakaran hutan tingkat kesatuan pengelolaan hutan dilakukan oleh dan
menjadi tanggung jawab Kepala Kesatuan Pengelolaan Hutan.

Pasal 21

Pada tingkat nasional Menteri menetapkan program pengendalian kebakaran hutan tingkat
nasional.

Pada tingkat provinsi Gubernur menetapkan program pengendalian kebakaran hutan tingkat
provinsi.

Pada tingkat kebupaten/kota, Bupati/Walikota menetapkan rencana pengendalian
kebakaran hutan.

Pada tingkat kesatuan pengelolaan hutan, Kepala Kesatuan Pengelolaan Hutan menetapkan
rencana kegiatan pengendalian kebakaran hutan.

Pasal 22

Dalam pelaksanaan pengendalian kebakaran hutan, Pemerintah membentuk lembaga
pengendalian kebakaran hutan pada tingkat pusat, provinsi, kabupaten dan unit
pengelolaan hutan.

Lembaga pengendalian kebakaran hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disebut
brigade pengendalian kebakaran hutan.

Brigade pengendalian kebakaran hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), bertugas
menyusun dan melaksanakan program pengendalian kebakaran hutan.

Koordinasi dan tata hubungan kerja brigade pengendalian kebakaran hutan diatur dengan
Keputusan Menteri.

Paragraf 2
Pencegahan

Pasal 23

Dalam rangka pencegahan kebakaran hutan sebagaimana dimaksud pada Pasal 20 ayat (1)
huruf a, dilakukan kegiatan :

a. Pada tingkat nasional, antara lain :

membuat peta kerawanan kebakaran hutan nasional;

mengembangkan sistem informasi kebakaran hutan;

menetapkan pola kemitraan dengan masyarakat;

menetapkan standar peralatan pengendalian kebakaran hutan;
membuat program penyuluhan dan kampanye pengendalian kebakaran;
menetapkan pola pelatihan pencegahan kebakaran; dan

melaksanakan pembinaan dan pengawasan.

ada tingkat provinsi, antara lain :

membuat peta kerawanan kebakaran hutan provinsi;
membuat modelmodel penyuluhan;

melaksanakan pelatihan pencegahan kebakaran hutan;
membuat petunjuk pelaksanaan pemadaman kebakaran hutan;
mengadakan peralatan pemadam kebakaran hutan; dan
melaksanakan pembinaan dan pengawasan.
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c. Pada tingkat kabupaten/kota, antara lain :

melakukan evaluasi lokasi rawan kebakaran hutan;

melaksanakan penyuluhan;

membuat petunjuk teknis pelaksanaan pemadaman kebakaran hutan;
mengadakan peralatan kebakaran hutan; dan

melaksanakan pembinaan dan pengawasan.

R OO WNBEF

Pada tingkat kesatuan pengelolaan hutan produksi, kesatuan pengelolaan hutan
lindung, izin pemanfaatan hutan, izin penggunaan kawasan hutan dan hutan hak,
antara lain :

a) melakukan inventarisasi lokasi rawan kebakaran hutan;

b) menginventarisasi faktor penyebab kebakaran;

¢) menyiapkan regu-regu pemadam kebakaran;

d) membuat prosedur tetap pemadaman kebakaran hutan;

e) mengadakan sarana pemadaman kebakaran hutan; dan

f) membuat sekat bakar.

2. Pada tingkat kesatuan pengelolaan hutan konservasi, antara lain :

a) melakukan inventarisasi lokasi rawan kebakaran hutan;

b) menginventarisasi faktor penyebab kebakaran;

¢) menyiapkan regu-regu pemadam kebakaran;

d) membuat prosedur tetap pemadaman kebakaran hutan;

e) mengadakan sarana pemadaman kebakaran hutan; dan

f) membuat sekat bakar.

Ketentuan lebih lanjut tentang kegiatan pencegahan kebakaran hutan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) diatur oleh Menteri.

Paragraf 3
Pemadaman

Pasal 24

Dalam rangka pemadaman kebakaran sebagaimana dimaksud pada Pasal 20 ayat (1) huruf
b, maka setiap Pemegang Izin Pemanfaatan Hutan, Pemegang lzin Penggunaan Kawasan
Hutan, Pemilik Hutan Hak dan atau Kepala Kesatuan Pengelolaan Hutan, berkewajiban
melakukan rangkaian tindakan pemadaman dengan cara :

a. melakukan deteksi terjadinya kebakaran hutan;

b. mendayagunakan seluruh sumber daya yang ada;

c. membuat sekat bakar dalam rangka melokalisir api;

d. memobilisasi masyarakat untuk mempercepat pemadaman.

Pemegang Izin Pemanfaatan Hutan, Pemegang izin Penggunaan Kawasan Hutan, Pemilik

Hutan Hak dan atau Kepala Kesatuan Pengelolaan Hutan melakukan :

a. koordinasi dengan instansi terkait dan tokoh masyarakat dalam rangka mempercepat
pemadaman, evakuasi, litigasi dan mencegah bencana;

b. pelaporan kepada Bupati/Walikota tentang kebakaran hutan yang terjadi dan tindakan
pemadaman yang dilakukan.

Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, Bupati/Walikota

melakukan :

a. deteksi terjadinya kebakaran hutan;

b. mobilisasi brigade pemadam kebakaran dan koordinasi instansi terkait dan tokoh
masyarakat;

c. penyampaian laporan kepada Gubernur dan Menteri tentang kebakaran hutan yang
terjadi, tindakan yang sudah dan akan dilakukan.

Berdasarkan informasi dan atau laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Gubernur

melakukan :

a. deteksi terjadinya kebakaran hutan;

b. mobilisasi brigade pemadam kebakaran dan koordinasi instansi terkait dan tokoh
masyarakat;

c. penyampaian laporan kepada Menteri tentang kebakaran hutan yang terjadi, tindakan
yang sudah dan akan dilakukan.

Berdasarkan informasi dan atau laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4),
Menteri melakukan :

a. deteksi terjadinya kebakaran hutan;

b. koordinasi dan mobilisasi tenaga, sarana dan prasarana kebakaran hutan.

Dalam rangka koordinasi dan mobilisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b,
Menteri membentuk Pusat Pengendalian Operasi Kebakaran Hutan.



Pasal 25

Koordinasi dan tata hubungan kerja pemadaman kebakaran sebagaimana dimaksud pada Pasal
24 diatur dengan Keputusan Menteri.

Pasal 26

Untuk membatasi meluasnya kebakaran hutan dan mempercepat pemadaman kebakaran setiap

orang yang berada di dalam dan di sekitar hutan wajib :

a. melaporkan kejadian kebakaran hutan kepada Kepala Desa setempat, petugas kehutanan,
Kepala Kesatuan Pengelolaan Hutan, Pemegang lzin Pemanfaatan Hutan, Pemegang lzin
Penggunaan Kawasan Hutan atau Pemilik Hutan Hak;

b. membantu memadamkan kebakaran hutan.

Paragraf 4
Penanganan Pasca Kebakaran

Pasal 27

Dalam rangka penanganan pasca kebakaran hutan sebagaimana dimaksud pada Pasal 20 ayat (1)
huruf c, dilakukan upaya kegiatan yang meliputi :

a. identifikasi dan evaluasi;

b. rehabilitasi;

c. penegakan hukum.

Pasal 28

(1) Kepala Kesatuan Pengelolaan Hutan, Pemegang Izin Pemanfaatan Hutan, Pemegang Izin
Penggunaan Kawasan Hutan, atau Pemilik Hutan Hak melakukan kegiatan identifikasi dan
evaluasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 27 huruf a.

(2) Kegiatan identifikasi dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa :
a. pengumpulan data dan informasi terjadinya kebakaran;
b. pengukuran dan sketsa lokasi kebakaran;
c. analisis tingkat kerusakan dan rekomendasi.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai identifikasi dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) diatur oleh Menteri.

Pasal 29

(1) Berdasarkan hasil kegiatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 28 ayat (2), dilakukan
kegiatan rehabilitasi.

(2) Kegiatan rehabilitasi dilakukan oleh Kepala Kesatuan Pengelolaan Hutan, Pemegang lzin
Pemanfaatan Hutan, Pemegang Izin Penggunaan Kawasan Hutan, atau Pemilik Hutan Hak.

(3) Kegiatan rehabilitasi diatur dalam Peraturan Pemerintah tersendiri.

Bagian ketiga
Tanggung Jawab Pidana dan Perdata

Pasal 30

(1) Pemegang Izin Pemanfaatan Hutan, Pemegang Izin Penggunaan Kawasan Hutan atau Pemilik
Hutan Hak bertanggung jawab atas terjadinya kebakaran hutan di areal kerjanya.

(2) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
a. tanggung jawab pidana;
b. tanggung jawab perdata;
Cc. membayar ganti rugi; dan atau
d. sanksi administrasi.

Pasal 31

Penegakan hukum terhadap tindak pidana kebakaran hutan dilaksanakan sesuai dengan
peraturan perundang-undangan yang berlaku.
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BAB IV
POLISI KEHUTANAN, PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL KEHUTANAN
DAN SATUAN PENGAMANAN KEHUTANAN

Bagian Kesatu
Polisi Kehutanan

Pasal 32

Untuk menjamin terselenggaranya perlindungan hutan, maka kepada Pejabat Kehutanan
tertentu sesuai dengan sifat pekerjaannya diberikan wewenang kepolisian khusus di
bidangnya.

Pejabat Kehutanan tertentu yang mempunyai wewenang kepolisian khusus sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) meliputi :

a. Pegawai Negeri Sipil yang diangkat sebagai pejabat fungsional Polisi Kehutanan;;

b. Pegawai Perusahaan Umum Kehutanan Indonesia (Perum Perhutani) yang diangkat
sebagai Polisi Kehutanan;

c. Pejabat Struktural Instansi Kehutanan Pusat maupun Daerah yang sesuai dengan tugas
dan fungsinya mempunyai wewenang dan tanggung jawab di bidang perlindungan
hutan.

Pasal 33

Untuk dapat diangkat menjadi Polisi Kehutanan seseorang harus memenuhi persyaratan
tertentu.

Persyaratan dan tata cara pengangkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih
lanjut oleh Menteri.

Pasal 34

Untuk terselenggaranya pelaksanaan tugas Polisi Kehutanan, ditetapkan standar susunan
organisasi personil dan standar peralatan Polisi Kehutanan.

Standar susunan organisasi personil dan standar peralatan Polisi Kehutanan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Menteri.

Pasal 35

Dalam rangka mengemban tugasnya sesuai dengan prinsip-pinsip perlindungan hutan
sebagaimana dimaksud pada Pasal 6, Polisi kehutanan memiliki wewenang melaksanakan tugas
di wilayah hukumnya.
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Pasal 36

Wewenang Polisi Kehutanan sebagaimana dimaksud pada Pasal 32 meliputi kegiatan dan
tindakan kepolisian khusus di bidang kehutanan yang bersifat preventif, tindakan
administratif dan operasi represif.

Wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :

a. mengadakan patroli/perondaan di dalam kawasan hutan atau wilayah hukumnya;

b. memeriksa surat-surat atau dokumen yang berkaitan dengan pengangkutan hasil hutan
di dalam kawasan hutan atau wilayah hukumnya;

c. menerima laporan tentang telah terjadinya tindak pidana yang menyangkut hutan,
kawasan hutan, dan hasil hutan;

d. mencari keterangan dan barang bukti terjadinya tindak pidana yang menyangkut hutan,
kawasan hutan, dan hasil hutan;

e. dalam hal tertangkap tangan, wajib menangkap tersangka untuk diserahkan kepada
yang berwenang; dan

f. membuat laporan dan menandatangani laporan tentang terjadinya tindak pidana yang
menyangkut hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan.

polisi Kehutanan atas perintah pimpinan berwenang untuk melakukan penyelidikan, dalam
rangka mencari dan menangkap tersangka.

Pasal 37

Polisi Kehutanan yang telah memenuhi persyaratan dapat diangkat menjadi Pejabat Penyidik
Pegawai Negeri Sipil Kehutanan.
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Bagian Kedua
Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil

Pasal 38

Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil Kehutanan merupakan Pegawai Negeri Sipil di
lingkungan instansi kehutanan pusat atau daerah, yang oleh dan atas kuasa undang-undang
memiliki wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud pada Undang-Undang
Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya dan
Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.

Wilayah hukum atau wilayah kerja Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil instansi kehutanan
pusat atau daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan wilayah administrasi
pemerintahan baik pusat maupun daerah.

Penunjukan Pegawai Negeri Sipil Instansi Kehutanan untuk diangkat sebagai Pejabat
Penyidik Pegawai Negeri Sipil dilakukan oleh Menteri atau Gubernur atau Bupati/Walikota
sesuai dengan status kepegawaiannya.

Berdasarkan penunjukan, Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud
pada ayat (3) diusulkan oleh Menteri sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku
kepada pejabat yang berwenang untuk diangkat sebagai Pejabat Penyidik Pegawai Negeri
Sipil.

Penempatan Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang telah diangkat sebagaimana
dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Menteri atau Gubernur atau Bupati
sesuai dengan status kepegawaiannya.

Pasal 39

Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil Kehutanan berwenang melakukan penyidikan
terhadap tindak pidana kejahatan dan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada Pasal 78
Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.

Dalam rangka kegiatan administrasi penyidikan, Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil
dalam hal tertentu dapat secara langsung menyampaikan surat pemberitahuan kepada
instansi terkait dan tembusannya kepada Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil Kehutanan dalam melaksanakan tugasnya berada di
bawah koordinasi dan pengawasan Pejabat Penyidik Kepolisian Republik Indonesia.

Hasil penyidikan oleh Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil Kehutanan diserahkan kepada
Penuntut Umum sesuai Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil pada waktu melaksanakan penyidikan atas tindak
pidana kehutanan, apabila menemukan adanya perbuatan yang patut diduga merupakan
kejahatan atau pelanggaran yang bersifat pidana umum yang terkait dengan tindak pidana
kehutanan, harus segera menyerahkan kepada Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik
Indonesia.

Pasal 40
Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil dapat melakukan penahanan dalam koordinasi dan

pengawasan Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai Kitab Undang-Undang
Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Penahanan oleh Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil atas tersangka pelaku kejahatan di
bidang kehutanan, harus dilakukan di rumah tahanan negara.

Bagian Ketiga
Satuan Pengamanan Kehutanan

Pasal 41

Satuan Pengamanan Kehutanan dibentuk oleh pemegang hak pengelolaan hutan atau
pemegang izin.

Anggota Satuan Pengamanan Kehutanan diangkat oleh pengelola hutan atau pemegang izin
yang jumlahnya disesuaikan dengan luas dan intensitas pengelolaan atau usaha
pemanfaatan hutan atau penggunaan kawasan hutan.

Tugas Satuan Pengaman Hutan terbatas pada pengamanan fisik di lingkungan areal hutan
yang menjadi tanggung jawabnya.



(4) Satuan Pengamanan Kehutanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan
tugasnya bertanggung jawab kepada Pimpinan Perusahaan dan dalam koordinasi Instansi
Kehutanan setempat.

(5) Organisasi, jumlah personil, peralatan dan pola operasional Satuan Pengamanan Kehutanan
diatur lebih lanjut oleh Menteri.

BAB V
SANKSI PIDANA

Pasal 42

Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 ayat (2), diancam
dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp.
10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) sebagaimana dimaksud pada Pasal 78 ayat (7)
Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.

Pasal 43

Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 14 ayat (2), diancam
dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp.
5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) sebagaimana dimaksud pada Pasal 78 ayat (2) Undang-
undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.

Pasal 44

(1) Semua hasil hutan yang tidak dilengkapi bersama-sama dengan surat keterangan sahnya
hasil hutan sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 ayat (2) dirampas untuk Negara.

(2) Alat-alat termasuk alat angkut yang dipergunakan untuk melakukan tindak pidana
sebagaimana dimaksud pada Pasal 78 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang
Kehutanan dirampas untuk negara.

BAB VI
GANTI RUGI

Pasal 45

(1) Setiap perbuatan melanggar hukum yang diatur dalam Undang-undang Kehutanan, dengan
tidak mengurangi sanksi pidana, mewajibkan kepada penanggung jawab perbuatan untuk
membayar ganti rugi.

(2) Pembayaran ganti rugi sebagaimana dimaksud pda ayat (1) disetor oleh penanggung jawab
ke Kas Negara.

(3) Uang ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan untuk biaya rehabiliasi,
pemulihan kondisi hutan atau tindakan yang diperlukan.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan dan penggunaan biaya ganti rugi sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur bersama antara Menteri dan Menteri yang
bertanggung jawab di bidang kehutanan.

Pasal 46

(1) Pengenaan pembayaran dan besarnya ganti rugi oleh penanggung jawab perbuatan
sebagaimana dimaksud pada Pasal 45 ayat (1) ditetapkan oleh Menteri.

(2) Penetapan besarnya ganti rugi yang harus dibayar oleh penanggung jawab perbuatan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada tingkat kerusakan hutan atau akibat
yang ditimbulkan kepada negara.

(3) Tingkat kerusakan hutan atau akibat yang ditimbulkan kepada negara sebagaimana
dimaksud pada ayat (2), didasarkan pada perubahan fisik, sifat fisik, atau hayatinya.

(4) Ketentuan lebih lanjut tentang tingkat kerusakan hutan atau akibat yang ditimbulkan
kepada Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur oleh Menteri.
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BAB VII
PEMBINAAN, PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 47

Untuk menjamin tertibnya penyelenggaraan perlindungan hutan, Menteri berwenang
melakukan pembinaan, pengendalian dan pengawasan terhadap kebijakan Gubernur.

Gubernur melakukan pembinaan, pengendalian dan pengawasan terhadap Bupati atau
Walikota atas pelaksanaan perlindungan hutan di daerahnya.

Bagian Kedua
Pembinaan dan Pengendalian

Pasal 48
Pembinaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 47 ayat (1) meliputi pemberian :
a. Pedoman;
b. bimbingan;
c. pelatihan;
d. arahan; dan atau
e. supervisi.

Pemberian pedoman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditujukan terhadap
penyelenggaraan perlindungan hutan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan atau Kabupaten
atau Kota termasuk pertanggungjawaban, laporan dan evaluasi atas akuntabilitas kinerja
Gubernur dan Bupati atau Walikota.

Pemberian bimbingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yang ditujukan
terhadap penyusunan prosedur dan tata kerja.

Pemberian pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c ditujukan terhadap
sumber daya aparatur.

Pemberian arahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d mencakup kegiatan
penyusunan rencana, program dan kegiatan-kegiatan yang bersifat nasional.

Supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e ditujukan terhadap pelaksanaan
sebagian kegiatan pengurusan hutan yang dilimpahkan atau diserahkan kepada Pemerintah
Provinsi, Pemerintah Kabupaten atau Pemerintah kota.

Pasal 49

Pengendalian sebagaimana dimaksud pada Pasal 47 ayat (1) meliputi kegiatan :
a. monitoring;

b. evaluasi; dan atau

c. tindak lanjut.

Kegiatan monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah kegiatan untuk
memperoleh data dan informasi, kebijakan dan pelaksanaan perlindungan hutan.

Kegiatan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah kegiatan untuk
menilai keberhasilan pelaksanaan perlindungan hutan dilakukan secara periodik.

Kegiatan tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf ¢ merupakan tindak
lanjut hasil monitoring dan evaluasi guna penyempurnaan kebijakan dan pelaksanaan
perlindungan hutan.

Ketentuan lebih lanjut tentang penilaian keberhasilan pelaksanaan perlindungan hutan
secara periodik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur oleh Menteri.

Pasal 50

Hasil pengendalian yang dilakukan oleh Gubernur sebagaimana dimaksud pada Pasal 47 ayat
(2), ditindaklanjuti oleh Bupati atau Walikota.

Gubernur dan Bupati atau Walikota melaporkan tindak lanjut hasil pengendalian kepada
Menteri.



Pasal 51

Pedoman pembinaan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada Pasal 47 sampai dengan
Pasal 50 diatur lebih lanjut oleh Menteri.

Pasal 52

Ketentuan pengawasan sebagaimana dimaksud pada Pasal 47 diatur dalam Peraturan
Pemerintah tersendiri.
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BAB VI
KETENTUAN LAIN-LAIN

Bagian Kesatu
Pengurusan Barang Bukti

Pasal 53

Barang bukti dalam perkara pidana kehutanan disimpan atau dikumpulkan di tempat yang
tersedia pada instansi kehutanan yang bersangkutan, rumah penyimpanan benda sitaan
negara, atau lembaga konservasi tumbuhan dan satwa liar.

Hasil hutan yang cepat rusak dan memerlukan biaya tinggi untuk penyimpanannya
diupayakan segera dilelang.

Barang bukti berupa tumbuhan dan satwa yang dilindungi dan atau termasuk di dalam
daftar Appendix | CITES tidak dapat dilelang.

Semua hasil hutan dari hasil kejahatan dan pelanggaran dan atau alat-alat termasuk alat
angkutnya yang dipergunakan melakukan kejahatan dan atau pelanggaran dirampas untuk
negara.

Alat bukti yang digunakan untuk melakukan tindak pidana dilakukan pelelangan atau
dikembalikan kepada yang berhak setelah adanya keputusan pengadilan yang telah
mempunyai kekuatan hukum tetap.

Pelaksanaan pengurusan barang bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan
ayat (3) diatur lebih lanjut oleh Menteri.

Bagian Kedua
Barang Lainnya Yang Dapat Dilelang

Pasal 54

Hasil rampasan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap sebagaimana dimaksud pada
Pasal 78 ayat (15) dan Pasal 79 ayat (1) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang
Kehutanan merupakan kekayaan negara yang dapat dilelang.

Hasil rampasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :

a. Barang atau peralatan yang digunakan untuk mengambil hasil hutan dan ditemukan di
dalam kawasan;

b. Barang atau alat yang dipergunakan mengangkut hasil hutan, yang ditemukan di satu
tempat dan tidak ada yang mengaku sebagai pemiliknya;

c. Barang atau alat yang digunakan tersangka untuk mengangkut hasil hutan yang tidak
memiliki dokumen yang sah;

d. Barang atau alat yang digunakan tersangka untuk mengambil dan atau mengumpulkan
hasil hutan.

BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 55

Semua peraturan pelaksanaan di bidang perlindungan hutan yang telah ada, sepanjang tidak
bertentangan dengan Peraturan Pemerintah ini, tetap berlaku sampai dengan dikeluarkannya
peraturan pelaksanaan yang berdasarkan Peraturan Pemerintah ini.



BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 56

Pada saat berlakunya Peraturan Pemerintah ini, maka Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun
1985 tentang Perlindungan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 39,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 32), dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 57
Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini
dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 18 Oktober 2004

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
MEGAWATI SOEKARNOPUTRI
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 18 Oktober 2004
SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
BAMBANG KESOWO
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